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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seorang lain atau 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.1

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah

menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu sendiri merupakan suatu hubungan hukum

yang menimbulkan perikatan. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata

yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam kehidupan di masyarakat salah satu perjanjian yang sering kita

jumpai yaitu perjanjian peminjaman uang antara dua orang atau lebih. Perjanjian

yang terjalin antara dua orang atau lebih ini biasa dikenal dengan istilah “perjanjian

hutang piutang”. Istilah perjanjian hutang piutang dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata masuk pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 1754 KUHPerdata berbunyi “Pinjam-meminjam adalah suatu

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian”.

1 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung : Mandar Maju, 2000,
hlm.4
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Utang-piutang sebagai suatu perjanjian tentu menimbulkan hak dan

kewajiban kepada kreditur dan debitur yang melakukan timbal balik. Inti dari

perjanjian ini adalah kreditur memberikan peminjaman uang kepada debitur, dan

debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan beserta

bunganya.2 Uang yang diberikan oleh kreditur tentunya perlu diamankan atau

dilindungi. Tanpa ada hal tersebut, kreditur sulit mengelak resiko yang akan datang,

sebagai akibat tidak memenuhi prestasinya debitur. Untuk mengantisipasinya,

kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang

dilepaskan atau diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat

dikembalikan secara tepat waktu maka kreditur melakukan tindakan pengamanan

dan perlindungan dengan mengikatkan suatu barang sebagai Jaminan dalam

perjanjian utang-piutang tersebut.3

Jaminan merupakan suatu benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah

perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur. Salim HS memberikan

perumusan hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur

hubungan antara pemberi dan penerima Jaminan dalam kaitannya dengan

pembebanan Jaminan untuk mendapatkan fasilitas utang atau kredit.4 Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan

2 Gatot Supramono. Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 9.
3 Ibid, hlm 11.
4 Salim Hs. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,2008, hlm 1.
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mengenai apa itu Jaminan. Namun dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1133

KUHPerdata Jaminan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Jaminan Umum

Jaminan umum merupakan Jaminan dari pihak debitur yang terjadi

atau timbul dari Undang-Undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak

ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya

kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat

meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta

tersebut.5 Dalam Jaminan ini kreditur dan debitur memiliki kedudukan

yang sama. Kreditur untuk Jaminan ini merupakan kreditur concurrent

dimana kreditur tidak memiliki hak pengambilan pelunasan terlebih

dahulu atau seimbang Bersama dengan debitur.

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus merupakan Jaminan yang kontraktual karena harus

diperjanjikan terlebih dahulu. Jaminan ini merupakan Jaminan dimana

krediturnya merupakan kreditur preferent, yaitu kredtir yang memiliki

hak pelunasan terlebih dahulu dari debitur.6 Berdasarkan pengertian

Pasal 1133 KUHPerdata Jaminan khusus digolongkan lagi menjadi 2

Jaminan yaitu;

5 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.15
6 Ibid, hlm. 17
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a. Jaminan Perorangan

Jaminan ini merupakan Jaminan seseorang dari pihak ketiga yang

bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari

debitur.7 Yang termasuk Jaminan perorangan yaitu perjanjian

penanggungan, perjanjian garansi dan perjanjian tanggung

menanggung atau tanggung renteng.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan

yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) terhadap debiturnya,

atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna

memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).8 Dalam

hal ini Jaminan kebendaan itu sendiri terdiri dari Gadai, Hipotek, Hak

Tanggungan, Jaminan Fidusia, dan sebuah Jaminan baru yang dibuat

untuk membantu kelangsungan hidup para petani yaitu Jaminan Resi

Gudang.

Jaminan Resi Gudang merupakan sistem perjanjian yang tergolong baru

dalam sistem hukum Jaminan di Indonesia. Jaminan ini sengaja dibentuk oleh

pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan terkait sektor ekonomi di

7Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta:
Kencana, 2008, hlm 22.

8 Ibid hlm. 23
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Indonesia.9 Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan negara agraris karena

hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah, sehingga permasalahan negara

Indonesia sebagai negara agraris tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi

oleh para petani sebagai pengelolah pertanian dan perkebunan. Salah satu

permasalahan utama yang harus di hadapi oleh para petani yaitu jatuhnya harga padi

saat musim panen raya.10 Ketika musim panen raya harga beras akan menurun dan

petani tetap harus menjual gabah atau berasnya untuk mendanai berbagai kebutuhan

dan keperluan. Hal ini karena mayoritas petani cenderung berada pada strata

ekonomi lemah, belum lagi apabila hasil panen tersebut dijual ke tengkulak,

penebas dan pengepul sudah pasti akan menguntungkan mereka.11

Dalam konteks permasalahan seperti ini, tentu pemerintah tidak tinggal diam.

Pemerintah menyadari bahwa apa yang dibutuhkan para petani sangat

mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan Negara kedepannya. Pemerintah

menawarkan sebuah solusi dengan menggunakan Jaminan Resi Gudang sebuah

sistem yang memiliki sifat dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau sebagai

instrument penyerahan barang dalam perdagangan berjangka. Salah satu cara kerja

jaminan ini ketika saat musim panen dimana harga padi rendah tetapi petani

mengharapkan keuntungan atau pemasukan dari hasil penjualan padi tersebut untuk

9Hendra Setiawan, “Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga”,
https://hukumonline.com/berita/baca/hol17277/Analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga (diakses pada 5
agustus 2018, 19.30).

10 Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan,
Sibar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.1

11 Ibid, hlm 2.
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biaya hidup dan biaya produksi lainnya petani dapat membawa hasil panen tersebut

ke pengelola Gudang dan disimpan di Gudang public12.

Petani kemudian mendapatkan dokumen Jaminan tersebut dan dapat

digunakan sebagai agunan kredit ke bank. Sambil menunggu harga padi naik,

barang komoditi ini tentu masih dapat disimpan di Gudang dan selanjutnya kredit

yang didapat dari hasill penjaminan dapat digunakan untuk keperluan hidup dan

biaya proses produksi petani bisa dilanjutkan kembali.13 Jadi pengaruh yang sangat

besar dapat dirasakan oleh para petani selain mendapatkan kredit dan keuntungan

hasil penjualan, kegiatan produksi untuk bercocok tanam jadi tidak terhambat

karena adanya lembaga Jaminan ini.

Jaminan ini merupakan perangkat vital yang mempunyai peran strategis

dalam upaya pengembangan dunia usaha, khususnya usaha yang berbasis sektor

pertanian dan perdagangan. Jaminan ini dipercaya Lembaga perbankan sehingga

akan mendorong mobilisasi dana yang sangat diperlukan bagi kegiatan

perekonomian Indonesia khususnya sektor pertanian.14

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi

Gudang yang selanjutnya disebut UU SRG yang kemudian diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

12 Jamilus, Resi Gudang Sebagai Jaminan Fidusia Tanggerang: Mahara Publishing, 2017, hlm.4
13 Ibid., hlm,4
14 Meitha Tatik Soekotjo ”Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006

Tentang Sistem Resi Gudang” Jurnal Hukum Pro Justicia. Vol. 24 No.4, Oktober 2006,403
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Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang dimaksud dengan Sistem

Resi Gudang yaitu “Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan

penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang”.

Berdasarkan UU SRG, Resi Gudang disini memiliki pengertian sebagai

dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang

diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Walaupun Resi Gudang ini telah dijaminkan

ke kreditur, namun hal ini tidak terjadi pengalihan hak kepemilikan karena

komoditas yang ada digudang masih tetap milik petani.

Barang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang disini adalah setiap benda

bergerak yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara

umum. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang

tidak memberikan ketentuan spesifik terkait barang yang akan dijadikan objek

Resi Gudang kecuali hanya benda bergerak. Sehingga pada Pasal 4 Ayat 1

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang

yang Dapat Disimpan di Gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

dijelaskan lebih spesifik macam-macam barang yang dapar dijadikan objek Sistem

Resi Gudang antara lain Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput

Laut dan Rotan.
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Sebagai suatu objek Jaminan Resi Gudang sendiri memiliki karakteristik

yang telah memenuhi syarat penjaminan, karakteristik yang paling menonjol dari

sistem Jaminan itu sendiri antara lain yaitu15:

1. Objek Jaminan berupa Resi Gudang dan barang yang disimpan di

Gudang tersebut merupakan benda bergerak, yang dapat disimpan dalam

jangka waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum;

Ada pihak-pihak yang berperan dalam penerbitan dan pembebanan

Jaminan Resi Gudang yaitu:

a) Pemilik barang (pemegang Resi Gudang / debitur)
b) Kreditur
c) Kelembagaan:

1. Badan pengawas
2. Pengelola Gudang
3. Lembaga penilaian kesesuaian
4. Pusat registrasi

Di Indonesia, UU SRG merupakan Undang-Undang yang baru dan pertama

yang mengatur tentang Resi Gudang sehingga masih banyak masyarakat dan juga

praktisi hukum yang masih belum begitu memahami apa itu hak jaminan yang ada

dalam bentuk Resi Gudang. Oleh karena itu penulis mencoba mengupas substansi

dalam UU SRG terkait karakteristik Resi Gudang sebagai Jaminan kebendaan pada

umumnya, manfaat Resi Gudang dan cara eksekusi terkait Jaminan Resi Gudang itu

15 Jamilus, Op.,Cit, hlm.6
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sendiri agar dapat ditemukan seperti apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki

oleh Jaminan ini dan tidak ada pada jaminan lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, keinginan penulis

sangat besar untuk mengangkat permasalahan dan ingin mengetahui lebih dalam

mengenai Jaminan Resi Gudang sebagai suatu objek jaminan. Sebagai judul

selengkapnya adalah “ANALISIS RESI GUDANG SEBAGAI OBJEK

JAMINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 9 TAHUN 2011 TENTANG

SISTEM RESI GUDANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Jaminan Atas Resi Gudang berdasarkan Undang-

Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?

2. Bagaimana eksekusi Jaminan Resi Gudang apabila debitur wanprestasi

berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat dalam

beberapa hal yaitu:
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1. Mengetahui karakteristik Jaminan Resi Gudang menurut Undang - Undang

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang;

2. Mengetahui bagaimana eksekusi Resi Gudang sebagai objek Jaminan apabila

debitur wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang

Sistem Resi gudang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diberikan oleh penulis melalui penulisan skripsi ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian skripsi ini di harapkan mampu berguna baik bagi ilmu pengetahuan

maupun dalam ilmu hukum perdata khususnya mengenai Jaminan Resi Gudang

serta dapat dimanfaatkan untuk acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian skripsi ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang

hukum perdata khususnya hukum jaminan serta dapat dijadikan pedoman bagi

praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa, maupun pihak yang berkepenti

ngan dalam pemberian Jaminan Resi Gudang
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E. Ruang Lingkup pembahasan

Agar permasalahan dan pembahasan ini tidak terlalu luas dan lebih terarah

maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasannya pada ruang lingkup

penelitian mengenai karakteristik Resi Gudang sebagai objek Jaminan dan eksekusi

objek Jaminan Resi Gudang apabila debitur wanprestasi menurut UU No 9 Tahun

2011 tentang Sistem Resi Gudang.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang karakteristik resi

Gudang sehingga dijadikan sebagai objek jaminan dan perlindungan hukum bagi

kreditur terhadap eksekusi objek Jaminan Resi Gudang apabila debitur wanprestasi

maka penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan, yang

menciptakan suatu kewajiban pada salah satu pihak atau banyak pihak

dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada kreditur,

memberikan hak pada pihak debitur untuk menuntut pelaksanaan prestasi

dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur yang

tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur

berhak menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya

atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang tidak dipenuhin sesuai dengan
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yang diperjanjikan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan, dengan

atau tidak disertai dengan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga

yang telah dikeluarkan oleh kreditur.16 Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata

bahwa: “ Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini

menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu; dan

4. Suatu sebab tertentu;

Perjanjian baru dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur yaitu unsur

subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup syarat pertama dan

kedua dari syarat-syarat perjanjian di atas. Syarat pertama adalah adanya

kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari

kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Pada dasarnya sebelum para

pihak sampai pada kesepakatan dalam perjanjian, maka salah satu atau lebih

pihak dalam perjanjian tersebut menyampaikan lebih dahulu mengenai apa

16Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, Peikatan Yang Lahir dari Perjajian, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2006, hlm. 91
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ayang di kehendaki oleh pihak lain dengan segala macam yang mungkin dan

diperkenankan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak17. Kesepakatan

tidak boleh terdapat suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan, berdasarkan

Pasal 1321 KUH Perdata. Syarat kedua ialah kecapakan, Pasal 1320

KUHPerdata telah memberikan batasan orang-orang mana saja yang di

anggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yang menyatakan bahwa

tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

a) Anak yang belum dewasa;

b) Orang yang ditaruh bawah pengampunan;

c) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan Undang-

Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang

dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pada perikatan dalam hal memberikan sesuatu, kebendaan yang akan

diserahkan berdasrkan suatu perjanjian tertentu, haruslah suatu benda yang

telah ditentukan secara pasti, paling tidak sudah ditentukan jenisnya,

termasuk juga barang baru yang baru tersebut dapat ditentukan atau dapat

dihitung kemudian, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai

benda yang dimaksud tersebut dalam perjanjian.18

17 Ibid, hlm.95
18 Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223 Sampai 1456

KUHPERDATA, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm:76
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Syarat terakhir tentang sebab yang halal, Pasal 1337 KUHPerdata

menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh

Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau

ketertiban umum.”

Unsur-Unsur perjanjian antara lain :

1. Unsur Esensialia, unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam

perjanjian, sifat tersebut yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu

tercipta (construvtieve oordeel).

2. Unsur Naturalia, unsur ini merupakan bersifat bawaan perjanjian yang

secara alamiah melekat pada perjannian, seperti menjamin tidak adanya

cacat dari benda yang akan dijual.

3. Unsur Aksidfentalia, Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada

perjanjian yang secara jelas dan tegas disepakati oleh para pihak.19

Sebagai akibat ketertarikan antara hukum perjanjian dan hukum

kebendaan dimana hubungan hukum perjanjian yang dibuat, maka dalam hal

dibuat atau diselenggarakannya perjanjian yang berhubungan dengan

peralihan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan baru, termasuk

penJaminan, pemahaman terkait karakteristik dan bagaimana prosedur dari

peraturan yang mengatur perjanjian tersebut wajib untuk diketahui.

19 Mariam Darus Bdrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm 18.
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2. Teori Wanprestasi

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat).

Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tujuan dari perikata yaitu

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau

dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali20.

Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk21:

a) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b) Melaksanakan apa yang diwajibkannnya, tetapi tidak sebagaimana

mestinya;

c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian ridak boleh dilakukan.

Karena wanprestasi mempunyai akibat – akibat hukum yang begitu

penting maka ditetapkan terlebih dahulu apakah di berhutang (debitur)

melakukan wanprestasi atau lalai dan kalaupun hal itu benar harus

dibuktikan terlebih dahulu.

Apabila debitur wanprestasi maka ia dapat dituntut untuk :22

1) Pemenuhan perjanjian;

20 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 60.
21 Ibid, hlm. 14.
22 Alan Nurfitra, “Wanprestasi dalam perjanjian”, https://www.google.co.id/ amp/s/

shareshareilmu.wordpress.com (diakses pada 1 agustus 2018, 20.30).

https://www.google.co.id/


16

2) Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;

3) Ganti rugi;

4) Pembatalan perjanjian timbal balik;

5) Pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rugi (schade vergoeding) tersebut tidak

timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur

dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tetap tidak melaksanakan

prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan bentuk

pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada

pokoknya menyatakan:

a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain

yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih

dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.

b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.

c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan

atau anmaning yang biasa disebut sommasi.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian

yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan
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wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditur harus

dapar membuktikan23 :

1. Besarnya kerugian yang dialami; dan

2. Bahwa factor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena

kelalaian kreditur, bukan karena factor diluar kemampuan debitur.

Sehingga dalam praktiknya ketika antara kreditur dan debitur dianggap

lalai atau wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian yang melibatkan Jaminan

Resi Gudang hal-hal terkait wanprestasi perlu diperhatikan untuk melakukan

langkah selanjutnya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengartikan bahwa perlindungan hukum merupakan

pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh kepada msayarakat agar

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat

difungsikan untuk mewujuskan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.24

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan

23 Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 71
24 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT. Alumni, 2005, Hlm.25
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dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.25 Perlindungan hukum

dapat dibedakan menjadi dua yaitu:26

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan

dalam melakukan suatu kewajiban

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hal ini salah satu perlindungan hukum yang dapat digunakan

dalam melakukan Eksekusi terhadap obyek Jaminan Resi Gudang akibat

dari berakhirnya suatu perjanjian karena debitur wanprestasi mengacu pada

perlindungan hukum refresif yang merupakan perlindungan hukum akhir

atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh salah satu pihak.

25 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia, Surakarta: PT Alumni,
2011, hlm.25

26 Ibid, hlm 26
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G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif atau dikenal penelitian hukum kepustakaan27

yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder. Penelitian hukum normative memberikan pencerahan terhadap

permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatic dalam

kegiatannya menguraikan norma hukum, merumuskan norma hukum di

dalam peraturan perUndang-Undangan, dan menegakkan norma hukum

tersebut.28 Pendekatan yuridis normative serta didukung data empiris

dimaksudkan untuk mengkaji substansi dari Undang-Undang No. 9 Tahun

2016 tentang Sistem Resi Gudang.

2. Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari data

sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang berkaitan yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

27Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan
Singkat , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1985, hlm 13-14

28I Made Pasek Diantha, Metodolofi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Preneda Media Group,
2016, hlm.84
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2. Hukum Jaminan

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku- buku hukum, rancangan Undang-

Undang, koran, majalah dan bahan sumber hukum sekunder lainnya

yang mempunyai keterkaitan dengan masalah Jaminan Resi Gudang

yang berguna untuk lebih menjelaskan bahan-bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus baik Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, ensikopledia dan ilmu lain

yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan cara Studi

Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan bahan hukum dilakukan

dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode

kualitatif yaitu melakukan uraian secaara deskriptif dari buku-buku literatur

dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan

penelitian ini.29

29Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hlm 35
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4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute

approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.30

Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum

yang berkaitan dengan perjanjian yang menimbulkan adanya penjaminan

atas Resi Gudang.

5. Analisis Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data

yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisa dengan

bentuk kesimpulan.31

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu

suatu pola piker yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum,

kemudian diatrik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.32

30Peter mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.93.
31Soerjono Soekanto & Sri Memuji, Penelitian Hukum Normatid Suatu Tindakan Singkat, Cet

Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta, 1990, hlm.52
32Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2004, Hlm.25
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Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang

bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini.
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